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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
a. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Buleleng 
Kabupaten Buleleng terletak dibelahan bumi utara pulau Bali yang 
memanjang dari barat ke timur berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. 
Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki keunggulan komparatif 
dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Propinsi Bali, antaran lain 
pembangunan kesehatan di Kabupaten Buleleng yang diarahkan untuk mencapai 
derajat kesehatan yang optimal. Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Buleleng diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sesuai 
dengan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yaitu “Masyarakat Sehat 
Mandiri Menuju Buleleng Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana”. Dengan misi 
Pelayanan kesehatan yang bermutu  dimaksudkan di sini adalah pelayanan 
kesehatan yang memusatkan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan 
sesuai dengan standar etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan 
dan prilaku hidup sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat menjangkau 
pelayanan kesehatan maka derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 
akan dapat ditingkatkan secara optimal
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2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  
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       Tugas pokok Dinas Kesehatan  diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng No 54 
Tahun 2015. Hingga saat ini belum dibentuk peraturan yang baru tentang tugas 
pokok dan fungsi dinas kesehatan, sehingga tugas pokok dan fungsi dinas 
kesehatan masih menggunakan Peraturan Bupati No 54 tahun 2015. Tugas Pokok 
dan fungsi  Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan 
kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tupoksi 
maka dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi, perumusan kebijakan teknis 
dibidang kesehatan, pemyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di 
bidang kesehatan, pelaksanaan upaya kesehatan, pelaksanaan pemerian ijin di 
bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Bupati, pembinaan upaya kesehatan dasar, kesehatan keluarga, promosi 
kesehatan, serta pengendalian penyakit menular, pembinaan terhadap Unit 
Pelaksana Teknis dan Pengelola Tata Usahan Dinas. Berdasarkan hal tersebut 
maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut : 
 
b. Pengaturan Kewenangan, Kompetensi Bidan Dan  Standar Pelayanan 
Kesehatan yang harus dilaksanakan oleh bidan 
1. Pengaturan Kewenangan  
1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 
       Peyelenggaraan praktik kebidanan memiliki payung hukum yaitu 
berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam 
peraturan tersebut bidan merupakan bidang profesi yang harus menjalankan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya. berdasarkan Pasal   23 




mengatur“Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan. Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan diatur pada 
Pasal   23 ayat (3) “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga 
kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah“. Sesuai dengan peraturan 
tersebut, Pasal  23 Ayat (5), “ Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri. Penyelenggaraan 
izin praktik bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 
28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan. 
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
bertujuan agar Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus 
bertanggungjawab, memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan 
kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan. Peraturan tenaga 
kesehatan ini sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah No 32 tahun 
1996 tentang tenaga kesehatan yang kemudian dibentuk undang-undang 
tenaga kesehatan berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan memiliki 
peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan perwujudan 
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.  
Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus berdaarkan 
kewenangan seperti yang disebutkan dalam Pasal   62 ayat (1) undang-
undang tenaga kesehatan yaitu “ Tenaga kesehatan dalam menjalankan 
praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya yang didasarkan pada 




kompetensi dijelaskan adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan secara 
mandiri sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. 
Peraturan tentang pelimpahan wewenang ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal   65 ayat (1) 
yaitu “Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat 
menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis”.  
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan 
Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, 
Pelimpahan Wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada 
Pasal   22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam 
melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari 
dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter 
kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.  
Penyelenggaraan praktik bidan sebelumnya diatur dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan No 900 Tahun 2002 Tentang Registrasi Dan Praktik 
Bidan. Pasal   14 menyebutkan kewenangan bidan meliputi pelayanan 
kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan keseahatan 
masyarakat. Pasal   16 menyebutkan bahwa pelayanan kebidanan kepada ibu 
meliputi 
Penyuluhan dan konseling, pemeriksaan fisik, pelayanan antenatal pada 




hamil dengan abortus iminens. Hiperemesis gravidarum tingkat satu, 
preeklamsi ringan dan anemia ringan, pertolongan persalinan normal, 
pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus 
macet kepala didasar penggul, ketuban pecah dini tanpa infeksi, 
perdarahan post partum, laserasi jalan lahir,pelayanan ibu nifas normal 
dan ibu nifas abnormal, pelayanan dan pengobatan pada kelainan 
ginekologi.  
Dalam Keputusan tersebut seorang bidan dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan dapat melakukan kewenangan normal maupun abnormal berdasarkan 
pendidikan dan pengalaman serta memberikan pelayanan berdasarkan profesi. 
 Setelah Revisi Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 
Menjadi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka 
Keputusan Menteri Kesehatan No 900 Tahun 2002 diperbaharui dan dicabut 
menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan, karena dengan adanya perubahan Undang-
undang Kesehatan tersebut maka  Keputusan yang lama tidak berlaku sehingga 
perlu menetapkan kembali peraturan tentang izin dan penyelenggaraan praktik 
bidan. 
 Ada beberapa perbedaan Kewenangan bidan pada Keputusan Menteri 
Kesehatan No 900 Tahun 2002 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
No 1464 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri Kesehatan No 1464 Tahun 2010 
Pasal   9 menyebutkan kewenangan bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu, 
pelayanan kesehataan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 
keluarga berencana. Dan Pasal   10 menyebutkan pelayanan kesehatan ibu terdiri 
dari pelayanan konseling masa pra hamil, pelayanan antenatal pada kehamilan 




No 900 Tahun 2002 sebelumnya kewenangan bidan selain yang normal terdapat 
kewenangan yang abnormal,ini berarti terdapat pembatasan kewenangan bidan. 
 Peraturan tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan di revisi 
kembali menjadi Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang 
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, revisi ini berdasarkan pertimbangan 
karena adanya penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. 
Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin 
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan maka peraturan Keputusan Menteri 
Kesehatan  No 900 Tahun 2002 dicabut dan tidak berlaku. Kewenangan mandiri 
yang tercantum pada peraturan sebelumnya sama dengan pada Peraturan Menteri 
Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan. Pada peraturan sebelumnya tidak tercantum mengenai pelimpahan 
kewenangan secara jelas tetapi pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 
tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan terdapat secara jelas 
mengenai pelimpahan kewenangan yang tercantum pada Pasal   22. Pasal   23 
mengatur bahwa pelimpahan kewenangan bidan yang merupakan  penugasan 
pemerintah boleh dilakukan berdasarkan jika di tempat tersebut tidak terdapat 
tenaga kesehatan lain dan bidan boleh melaksanakan kewenangan tersebut jika 
sudah mendapatkan pelatihan. Pada peraturan ini lebih menekankan pada 
pelayanan bidan yang bermutu dan berkualitas sehingga kewenangan yang 
dilakukan bidan harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian bidan. 
b. Pengaturan Kompetensi Bidan 




 Standar profesi bidan merupakan pedoman atau petunjuk yang harus 
dijalankan oleh bidan dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan 
kompetensi. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   
24 ayat (1) mengatur : 
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   23 harus 
memenuhi    ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna 
pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur 
operational.  
 
Kompetensi bidan meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki oleh bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan. Pasal   27 Ayat 
(2) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 mengatur tenaga kesehatan 
dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan asuhan kebidanan wajib 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan 
kompetensi. Dengan meningkatnya kompetensi diharapkan dapat mengurangi 
angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Selanjutnya pada Undang-Undang 
Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal   26 mengatur yaitu : 
“Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib 
melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya”.  
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
       Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal   58 
butir (a) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 
sesuai dengan standar profesi. Standar profesi bidan merupakan pedoman atau 
petunjuk yang harus dijalankan dalam hal ini peraturan mengenai standar profesi 
bidan diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 tentang 
Standar Profesi Bidan. 




       Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal   35 ayat (1) disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri 
dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus 
ditigkatkan secara berencana dan berkala, kompetensi lulusan mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Penyelenggara pendidikan tinggi kebidanan harus 
mengikuti Kompetensi lulusan bidan sesuai dengan standar nasional pendidikan 
agar terciptanya bidan yang berkualitas dan bermutu.  
4) Undang-Undang 12 tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 
        Undang-Undang 12 tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal   5 butir (a) 
bertujuan untuk mengembangkan lulusannya untuk menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa, dengan keimanan dan ketaqwaan lulusan bidan akan 
senantiasa tidak melanggar norma agama dan dapat mengikuti etika profesi.  
Diploma  tiga Kebidanan merupakan pendidikan vokasi, pendidikan vokasi diatur 
dalam Pasal   21 ayat (1) yaitu : 
Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi 
lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan 
keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi.  
 
       Pendidikan diploma kebidanan ini diperuntukkan bagi lulusan menengah atas 
dan sesuai dengan Pasal   21 ayat (2) mahasiswa disiapkan untuk menjadi lulusan 
yang terampil dalam menjalankan pelayanan kesehatan sesuai bidang keahlian 
kebidanan. Selanjutnya dalam menjalankan pendidikan vokasi pendidikan tinggi 
harus mengacu pada kerangka kualifikasi nasional. Pada Undang-Undang 12 




kualifikasi nasional merupakan acuan pokok dalam menetapkan kompetensi 
pendidikan vokasi dan kompetensi lulusan diatur dalam peraturan menteri.  
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Nomor 44 tahun 
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
       Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Nomor 44 tahun 
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan amanat dari 
Undang-Undang 12 tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal   29 ayat (3), 
dimana kompetensi lulusan diatur dalam peraturan menteri. 
       Kompetensi lulusan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi  Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal   
5 ayat (1)  
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 
keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 
lulusan 
 
       Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Nomor 44 tahun 
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal   9 Ayat (1) dan (2) 
mengatur bahwa Capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi KKNI 
dan Pasal   2 mengatur bahwa lulusan diploma tiga kebidanan paling sedikit 
menguasai konsep-konsep teoritis di bidang pengetahuan kebidanan dan 
keterampilan kebidanan secara umum. Pengetahuan  dan keterampilan kebidanan 
secara umum meliputi asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 
lahir & balita dan kesehatan reproduksi.  





Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal   5 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja 
Nasional sehingga perlu menetapan Peraturan Presiden  Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal   1 ayat (2), menjelaskan 
bahwa capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 
internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 
pengalaman kerja..capaian pembelajaran ini ditentukan dari penegtahuan yang 
didapatkan di pendidikan tinggi, sikap yang didapatkan dari pembelajaran materi-
materi etika dan etika profesi kebidnaan, keterampilan dan kompetensi yang 
didapatkan dari pembelajaran pendidikan tinggi dan pengalamam kerja 
dilapangan. Sedangkan pengakuan terhadap capaian pembelajaran dijelaskan 
dalam Pasal   4 yaitu capaian yang didapat melalui pendidikan atau pelatihan kerja 
dan dalm bentuk sertifikt, sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, 
ijazah merupakan capaian dari pembelajaran penddidikan, sertifikat kompetensi 
didapatkan dari pendidikan atau pelatihan kerja.  
 
c. Pengaturan Standar Pelayanan Kesehatan 
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
       Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Amanat 
Undang-Undang Dasar Negara  Tahun 1945 maka pemerintah daerah dapat 
mengatur secara otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 
salah satunya peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan 
urusan wajib dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 




pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas 
kesehatan yang  disediakan oleh pemerintah adalah untuk menunjang pelayanan 
kesehatan, dengan adanya fasilitas kesehatan yang maksimal dapat meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. 
Pasal   23 pada Peraturan daerah ini mengatur bahwa segala peraturan yang 
berkaitan dengan  Standar Pelayanan Minimal harus mneyesuaikan dengan 
peraturan ini. Dengan adanya peraturan tersebut maka Peraturan Menteri 
Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan menyesuaikan pelsanaannya sesuai dengan peraturan pemerintah.  
2) Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Undang-undang mengamanatkan peraturan pemerintah No 2 tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu bagian ketiga Pasal   6 Ayat (3), jenis 
pelayanan dasar Kabupaten/Kota yang sesuai dengan pelayanan kebidanan terdiri 
dari pelayanan kesehtan ibu, anak,bayi baru lahir, kesehtan reproduksi dan 
pelayanan usia reproduktif.  
3) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
a) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan 
Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan 
Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 
Peraturan ini  merupakan acuan dari Standar Pelayanan Minimal 




Kesehatan  Nomor 97 Tahun 2014, pelayanan ibu hamil yang diberikan 
memenuhi kriteria 10 T yaitu : 
Timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai 
status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA), ukur tinggi puncak 
rahim(fundus uteri), tentukan presentasi janin dan denyut jantung 
janin(DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus 
toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet darah minimal 90 tablet 
selam kehamilan, tes laboratorium(tes kehamilan, pemeriksaan heboglobin, 
pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan protein urine, tata laksana kasus 
sesuai kewenangan dan temu wicara. 
 
Kriteria yang tercantum dalam peraturan tersebut harus dilakukan secara efektif 
dan efisien, dimana pelayanan kesehatan kehamilan harus memberikan rasa 
nyaman kepada ibu hamil dan tidak adanya intervensi yang tidak sesuai dengan 
kriteria peraturan. 
Pelayanan kesehatan ibu bersalin pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 
Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengatur 
bahwa  
Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh 
bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja 
difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki 
Surat Tanda Registrasi (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan 
komplikasi. 
 
Dalam pernyataan peraturan tersebut bidan boleh melakukan penanganan 
persalinan komplikasi sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 
tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal   18 ayat (2), 
pelayanan kesehatan ibu bersalin yang berwenang dilakukan oleh bidan adalah 
persalinan normal. Kewenangan bidan hanya pada persalinan normal jika ada 
komplikasi harus dilakukan rujukan.  





  Pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 25 Tahun 2014 Tentang 
Upaya Kesehatan Anak tercantum pada Pasal   8, Pasal   9, Pasal   10, Pasal   11, 
Pasal   12 dan Pasal   13 dan pada Pasal   tersebut memiliki muatan materi yang 
sama tentang pelayanan bayi baru lahir pada  Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang 
tercantum pada Pasal   20. Pelayanan minimal bayi baru lahir ini dioptimalkan 
untuk pelayanan yang bermutu dan berkualitas. 
 Pelayanan kesehatan balita Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 
2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengacu pada 
Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan 
Anak tercantum pada Pasal   21, Pasal   22, Pasal   23, Pasal   24, Pasal   25, Pasal   
26 dan Pasal   27. Pada peraturan ini jelas mengatur pelayanan  balita usia 0- 5 
tahun dari pemberian ASI, Pemberian makanan pendamping ASI, pemberian 
imunisasi dasar lengkap, pemantauan perkembangan, pemantauan pertumbuhan 
dan manajemen terpadu balita sakit. Dan Standar pelayanan kebidanan kesehatan 
reproduksi bidan adalah deteksi dini kanker melalui pemeriksaan IVA khusus 
untuk wanita usia 30-59. 
d. Pengaturan Kewenangan, Kompetensi Bidan dalam memenuhi  
Standar Pelayanan Kesehatan 
       Berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal   
11, 
Tenaga kesehatan di kelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga 




kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, 
tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknk 
biomedka, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain. 
 
Pasal   11 dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan 
didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku 
di Indonesia. UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   23 menyebutkan 
bahwa “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan “ dan dalam hal ini Kewenangan bidan diatur dalam  Permenkes No 28 
Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang 
dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan 
kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi 
perempuan dan keluarga berencana. Seorang bidan dalam menjalankan 
kewenangan harus sesuai dengan standar profesi, memiliki keterampilan dan 
kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan 
kesehatan ibu dan bayi atau janin. 
 Kewenangan yang tercantum dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang 
Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan bidan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, anak balita dari konseling 
sampai dengan penanganan kegawatdaruratan selanjutnya diikuti dengan rujukan. 
Pasal   21 Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan menyebutkan  
Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan  dan 
keluarga berencana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal   18 huruf c, 
Bidan berwenang memberikan: a.penyuluhan  dan  konseling  kesehatan  
reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan b.pelayanan 





Pada Pasal    tersebut mengatur secara tegas bahwa kewenangan bidan dalam 
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana terbatas dalam 
penyuluhan & konseling kesehatan reroduksi dan pelayanan kontrasepsi oral, 
kondom dan suntikan, Sedangkan dalam Kepmenkes 369 Tentang Standar 
Profesi Bidan Tahun 2007 mengatur bahwa kompetensi bidan yang kedua 
adalah  
Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan 
yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat 
dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, 
perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 
 
Dalam Kepmenkes 369 Tentang Standar Profesi Bidan Tahun 2007 
keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh bidan salah satunya  adalah 
melakukan pemasangan pencabutan AKDR letak normal dan keterampilan 
tambahannya yaitu melakukan pemasangan pencabutan AKBK letak normal 
sedangkan pada Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal   22 mengatur bahwa kewenangan bidan 
dalam pemasangan AKDR dan AKBK berdasarkan penugasan dari pemerintah 
sesuai kebutuhan dan atau pelimpahan wewenang yang merupakan mandat dari 
dokter dan bidan yang akan melakukan pelayanan AKDR dan AKBK harus 
mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau peerintah 
daerah bersama dengan organisasi profesi. 
 Selanjutnya Kewenangan bidan sesuai dengan Peraturan izin 
penyelenggaraan bidan  adalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencara. 
Pada peraturan tersebut kewenangan bidan adalah penyuluhan dan konseling 




standar pelayanan  kebidanan kesehatan reproduksi adalah deteksi dini kanker 
melalui pemeriksaan IVA  khusus mulai usia 30-59 tahun. 
 
b. Pelaksanaaan Kewenangan Dan Kompetensi Bidan Dalam Memenuhi 
Standar Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Buleleng 
1. Pelaksanaan Kewenangan Bidan di Kabupaten Buleleng 
 
 
Tabel 3.1 Distribusi Kewenangan Bidan yang boleh dilakukan  
diTempat Bekerja Di Wilayah Kerja Kabupaten  Buleleng Tahun 2017 
 
 
Sumber : Data Primer 
85
 
       Hasil penelitian menunjukan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Buleleng dan RS Kertha Usadha memberikan kewenangan penuh kepada bidan 
yang berkerja ≤  3 tahun sesuai yaitu 38 kewenangan (100 %) dan BPM 
memberikan 23 kewenangan (60,5 %) dari 38 kewenangan.   
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 Hasil pengkajian responden 6  - 12 Nop 2017  
No Tempat  Bekerja <3 tahun Bekerja   ≥ 3 tahun 
1 
RSUD Kab.Buleleng 38 kewenangan 38 kewenangan 
2 
RS Kertha Usadha 38 kewenangan 38 kewenangan 
3 
BPM Kubutambahan 25 kewenangan 
38 kewenangan 
4 BPM Sangsit 31 kewenangan 38 kewenangan 
5 
BPM Sawan I 31 kewenangan 
38 kewenangan 
6 





       Wawancara yang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang 
dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 
memberikan pendapat bahwa  Dinas kesehatan meyebutkan bahwa kewenangan 
tenaga kesehatan sesuai dengan kode etiknya masing-masing dan untuk tenaga 
bidan juga sudah sesuai dengan kode etik kebidanan, Berdasarkan peraturan 
pemerintah terbaru  terbaru terkait Unit Pelaksana Daerah (UPD) diharapkan 
struktur Dinas Kesehatan satu linear yang salah satunya Seksi Sumberdaya 
Manusia, Seksi Alat Kesehatan dan Seksi Farmasi. Program Tenaga Kebidanan 
dalam upaya peningkatan kesehatan ditekankan pada kewenangan bukan pada  
sesuai kemampuan, kewenangan kebidanan sesuai dengan kode etik yang berlaku, 
Dinas Kesehatan  mengarahkan kewenangan dan kompetensi kesehatan sesuai 
dengan Peraturan Permenkes yang berlaku, Dinas Kesehatan tidak membuat Perda 
tersendiri terkait tentang kewenangan bidan.
86
 
        Terkait kewenangan bidan Ketua Pengurus Cabang IBI mengatur 
pelaksanaan kewenangan bidan dilakukan pengawasan dari kepemilikan STR dan 
SIPB. Bidan yang boleh melaksanakan kewenangannya adalah bidan yang sudah 
lulus pendidikan bidan, lulus uji kompetensi nasional dan memiliki  STR (Surat 
Tanda Registrasi). Dalam pelaksanaannya IBI  bekerja sama dengan Dinas 
Kesehatan dalam pengawasan kewenangan bidan, jika ada yang melanggar maka 
kita melakukan pembinaan, bila pelanggaran dilakukan kembali setelah 
pembinaan maka akan diberlakukan sanski sampai pencabutan ijin praktik. 
Terkait peningkatan mutu pelayanan bidan dari PC IBI mengadakan pelatihan 6 
bulan sekali dan sesuai kebutuhan dari anggota karena pengajuan dari anggota, PC 
                                                           
86




IBI membantu memfasilitasi pelatiahan ataupun seminar yang diajukan oleh 
anggota. Pelaksanaan Kewenangan bidan disesuiakan dengan peraturan yang 
berlaku, dan diadakan rapat rutin jika ada perubahan kewenangan dan adanya 
visitasi langsung dari ketua PC IBI, untuk anggota IBI yang baru lulus maka 




       Wawancara yang dilakukan dengan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng 
yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Keperawatan dan Kepala Bagian 
Komite Medik, dari komite medik mengatur bahwa Kewenangan bidan secara 
tertulis masih belum ada, kompetensi bidan untuk asesmentnya masih 12 
kompetensi dasar dan kewenangan bidan yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten 
Buleleng dilakukan berdasarkan delegasi dari dokter dan disesuaikan dengan kode 
etik dan peraturan yang ada. Di Rumah Sakit Umum belum ada secara tertulis 
tentang kewenangan bidan sehingga pada penilaian kompetensinya masih 
menggunakan 12 standar keperawatan yang terdiri dari pengkajian (melakukan 
anamnesa), diagnose (analisisi interprestasi data secara akurat dan perencana), 
mendokumentasikan data secara akurat, menerapkan prinsip infeksi nosokomial, 
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan oksigenasi, memfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan cairan dan elektrolit, melakukan perawatan luka, mengukur tanda-tanda 
vital, memberikan obat secara mandate dan tepat, pengelolaan pemberian darah 
dan produk darah secara aman, mengevaluasi efektifitas tindakan, menerapkan 
prinsip etika dalam keperawatan, melakukan kemampuan komunikasi interpersonal 
dalam melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan kemampuan komunikasi 
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interpersonal dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, menciptakan & 




       Wawancara yang dilakukan dengan Direktur RSU Kertha Usada yang 
dalam hal ini diwakili oleh kepala bagian keperawatan mengatur bahwa Untuk 
kewenangan bidan terbagi menjadi 2 disesuaikan dengan kredensialnya. ada yang 
bisa dilakukan mandiri dan ada yang masih supervise. Secara tertulis terdapat 
daftar kewenangan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai kewenangannya. 
Kewenangan klinis ada kredensialnya dan kemudian ditanda tangani oleh 
direktur dan boleh dilakukan oleh tenaga bidan. Kewenangan bidan yang ada di 
Rumah Sakit Swasta terdiri dari 23 kewenangan klinis terdiri dari : management 
cairan dan elektrolit, terapi oksigen, management asma, pemantauan tanda vital, 
dokumentasi, terapi intravena, perencanaan discharge, bantuan menyusui, feding 
(memberikan makan), pengobatan demam (terapi demam), pendidikan kesehatan, 
promosi imunisasi, perawatan bayi, pemberian obat (pemberian medikasi), 
manajemen nyeri, terapi bermain, management pernapasan, keamanan, perawatan 
kehamilan resiko tinggi, perawatan Caesar, pengurangan perdarahan post partum 
rahim, konseling laktasi dan foto therapy.
89
 
       Wawancara yang dilakukan dengan Ketua STIKes Buleleng yang diwakili 
oleh Kaprodi Kebidanan Untuk kewenangan bidan mengacu pada mata kuliah 
konsep kebidanan dan etikolegal dalam praktik kebidanan.
90
 Dan  wawancara 
yang dilakukan dengan Kaprodi Kebidanan Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan 
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 Hasil wawancara narasumber 3, tanggal 30 Oktober 2017 & 6 Nopember 2017 
89
 Hasil wawancara narasumber 4, tanggal 27 dan 28  Nopember 2017 
90




Prov Bali mengatur kewenangan bidan mengacu pada mata kuliah konsep 
kebidanan dan etikolegal dalampraktik kebidanan.
91
 
       Wawancara yang dilakukan dengan kepala BPM Kubutambahan, BPM 
Sangsit, BPM Sawan I dan Sawan II mengatur bidan yang bekerja ditempatnya 
melebihi 3 tahun sudah diberikan melakukan pelayanan kebidanan secara penuh. 
Dari hasil penelitian yang didapatkan BPM Sangsit dan BPM Sawan I 
memberikan 31 kewenangan dari 38 kewenangan. Kewenangan yang tidak 
diberikan adalah kewenangan pertolongan persalinan, pentalaksanaan tanda 
bahaya kegawatdaruratan neonatal, intervensi dini penyimpangan tumbuh 
kembang balita, penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan, 
pemberian vitamin A dosis tinggi, pemberian uterotonika pada manajemen aktif 
kala III dan post partum.
92
 Selanjutnya Dari hasil penelitian yang didapatkan BPM 
Kubutambahan dan BPM Sawan II memberikan 25 dan 23  kewenangan dari 38 
kewenangan. Kewenangan yang tidak diberikan adalah kewenangan pertolongan 
persalinan, pentalaksanaan tanda bahaya kegawatdaruratan neonatal, intervensi 
dini penyimpangan tumbuh kembang balita, penanganan kegawatdaruratan 
dilanjutkan dengan perujukan, pemberian vitamin A dosis tinggi, pemberian 
uterotonika pada manajemen aktif kala III dan post partum, pelayanan kesehatan 
reproduksi, episiotomy, pelayanan neonatus esensial, pemeriksaan fisik baru lahir, 
penangan asfiksia, penangan awal hipotermia.
93
 
 Wawancara yang dilakukan dengan responden mengatur bahwa bidan 
yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng dan Rumah Sakit 
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 Hasil wawancara narasumber 6, tanggal 30 Oktober 2017 
92
 Hasil wawancara narasumber 7, 8, tanggal 4 oktober 2017 
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Swasta diberikan kewenangan 100 % karena sebelum mereka diterima bekerja 
mereka harus menjalani test masuk pegawai. Bidan juga mengatur bahwa test 
masuk terdiri dari tes tulis, keterampilan dan wawancara, jika mereka lulus dari 




 Wawancara yang dilakukan dengan responden mengatur bahwa bidan 
yang bekerja Di BPM tidak diberikan kewenangan penuh. Bidan yang belum 
bekerja ≥ 3 tahun merasa tidak keberatan diberikan kewenangan penuh dalam 
melaksanakan praktik kebidanan. Bidan mengatakan belum punya pengalaman 
dalam melaksanakan praktik kebidanan, bidan merasa takut dan belum siap jika 
karena tindakannya mengakibatkan kematian. 
95
Selanjutnya wawancara yang 
dilakukan dengan bidan yang bekerja ≥ 3 tahun mengatur, bidan diberikan 
kewenangan penuh karena keterampilannya sudah memenuhi kriteria dari 
seniornya dan bidan dapat bekerja sama dengan tim lainnya, selain tindakan 
fisiologis bidan juga diberikan dalam melaksanakan asuhan kebidanan patologis 
sampai dengan rujukan ke Rumah Sakit
96
.  
 Pelaksanaan Kompetensi Bidan Di Kabupaten Buleleng 
Tabel 3.2 Distribusi Kompetensi Bidan Yang Bekerja Di Wilayah 




Baik Cukup Kurang 
≥ 3 tahun 30 orang (100 %) 
- - 
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 Hasil wawancara responden 1,2,3  tanggal 28 & 29 Maret 2018 
95
 Hasil wawancara responden 4,5  tanggal 28 & 29 Maret 2018 
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≤ 3 tahun 27 orang (90 %) 
3 orang (10 %) - 
Sumber  :Data Primer 
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       Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan yang sudah bekerja ≥ tiga tahun 
memiliki kompetensi yang baik sejumlah 30 orang (100 %) dan bidan yang 
bekerja dibawah tiga tahun memiliki kompetensi yang baik sejumlah 27 orang (90 
%) dan yang memiliki kompetensi cukup sejumlah 3 orang (10 %). 
Dari hasil wawancara yang dilakukan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buleleng yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan 
Gizi mengatur selaras dengan kewenangan, dalam menjalankan kompetensinya 
bidan dilakukan pengawasan. Untuk peningkatan kompetensi bidan dinas 
kesehatan melaksanakan pelatihan dan seminar. Pelatihan dan seminar dari Dinas 
Kesehtan memang wajib dilakukan setiap tahun yang diadakan di Dinas Provinsi 
dengan peserta dari Puskesmas dan Kabupaten. Bidan yang ada di Wilayah 
Kabupaten Buleleng semua tercakup dalam pelatihan dan seminar tersebut. 
Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya pada tenaga kesehatan bidan tetapi 
terhadap masyarakat yaitu pada kader dan remaja. Pada penyusunan kurikulum 
kebidanan oleh institusi yang ada di Wilayah kabupaten Buleleng tidak dilibatkan 
langsung dalam penyusunan kurikulum, tetapi dari Dinas Kesehatan  dilibatkan 
dalam mengisi program terkait kegiatan-kegiatan program kebidanan. Setiap 
puskesmas terdapat bidan koordinator yang mengkontrol terkait pelayanan 
kesehatan untuk menilai kompetensi tenaga bidan lainnya dan dari Dinas 
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Kesehatan sudah ada instrument untuk penilaian tenaga kesehatan bidan tetapi 
untuk evaluasi belum dilakukan.
98
 
Sejalan dengan Wawancara yang dilakukan dengan Pengurus Cabang 
Kabupaten Buleleng mengatur untuk peningkatan kompetensi bidan melalui 
peningkatan mutu pelayanan bidan dari PC IBI mengadakan pelatihan 6 bulan 
sekali dan sesuai kebutuhan dari anggota karena pengajuan dari anggota, PC  IBI 
membantu memfasilitasi pelatiahan ataupun seminar yang diajukan oleh anggota. 
Pengurus Cabang juga mengadakan rapat rutin setiap bulan untuk mengadakan 
diskusi terkait  kompetensi bidan.
99
 
Wawancara yang dilakukan dengan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng yang 
dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Keperawatan dan Kepala Bagian 
Komite Medik mengatakan kompetensi bidan untuk asesmentnya masih 12 
kompetensi dasar. Untuk penilaian kompetensi bidan  dilakukan setiap bulan 
dalam rapat bulanan rumah sakit untuk evaluasi melalui kuisioner dari masyarakat 
tentang pelayanannya bidan.
100
 Dan Wawancara yang dilakukan dengan Direktur 
RSU Kertha Usada yang dalam hal ini diwakili oleh kepala bagian keperawatan 
mengatur bahwa tenaga bidan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya yaitu 
Ruang Poli KIA, ruang Nifas, Ruang Bersalin dan Ruang Anak.
101
 
              Wawancara yang dilakukan dengan Ketua STIKes Buleleng yang 
diwakili oleh Kaprodi Kebidanan dan dengan Kaprodi Kebidanan Akademi 
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 Hasil wawancara narasumber 1 tanggal 13 Nop 2017 
99
 Hasil wawancara narasumber 2 Tanggal 13 Nopember  2017 
100
 Hasil wawancara narasumber 3, tanggal 30 Oktober 2017 & 6 Nopember 2017 
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Kebidanan Dinas Kesehatan Prov Bali mengatur bahwa kompetensi sesuai 
kurikulum bidan dan hasil workshop untuk penyesuaian sesuai dengan KKNI. 
Penilainan mahasiswa dinyatakan lulus dengan persyaratan setiap semester ada 
evaluasi sebelum melaksanakan praktik dilapangan dengan beberapa tahap  
sehingga mahasiswa dinyatakan lulus, untuk Uji Tahap dibagi menjadi Uji Tahap 
I, Uji Tahap II dan Uji Tahap III yang menggunakan pasien langsung sesuai 
dengan prosedur yang berlaku di istitusi. Kompetensi dalam institusi pendidikan 
di Kabupaten Buleleng tahun ajaran  2016/2017 Terdiri dari Asuhan kehamilan 
untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan pada kondisi normal  dengan 
memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, 
deteksi dini dan rujukan, asuhan persalinan dalam kondisi normal untuk 
mengoptimalkan kesehatan selama persalinan dengan memperhatikan aspek 
budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini dan rujukan, 
Melaksanakan asuhan masa nifas dan menyusui, dengan memperhatikan aspek 
budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini dan rujukan, 
Melaksanakan asuhan pada bayi baru lahir sampai  anak prasekolah  dengan 
memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, 
deteksi dini dan rujukan, asuhan  kebidanan komunitas dengan memperhatikan 
aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini dan 
rujukan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, Melaksanakan 
pertolongan kedaruratan maternal neonatal dengan memperhatikan aspek budaya 




reproduksi termasuk KB yang berperspektif gender dan berfokus pada upaya 
preventif, promotif, deteksi dini dan rujukan.
102
 
2. Pelaksanaaan Bidan Dalam Memenuhi Standar Pelayanan Kebidanan 
Di Kabupaten Buleleng 
Tabel 3.3 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidan Di Wilayah 
Kerja Kabupaten  Buleleng Tahun 2017 
 
Lama bekerja 
Proporsi Pelaksanaan SPM Kebidanan 
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
≥ 3 tahun - - - - - 30 orang 
<3 tahun 2 4 8 4 9 3 orang 




Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dari 30 bidan yang bekerja ≤ 3 tahun 
sebagian besar  90 % (9 orang)  dan sebagian kecil 50 % (2 orang) bidan 
melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Kebidanan dan  yang bekerja ≥ 3 tahun 
100 % (30 orang) yang melaksanakan standar pelayanan minimal kebidanan. 
 Wawancara dengan  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang 
dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Terkait 
program kesehatan ibu dan anak disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
dan acuan target mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang baru. Standar 
Pelayanan Minimal Kesehatan khusunya kebidanan bekerja sama dengan 
Pengurus Cabang IBI Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasan dan 
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 Hasil wawancara narasumber 5, tanggal 3 September 2017 & wawancara narasumber 6, tanggal 
30 Oktober 2017 
103




monitoring agar tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan kebidanan yang 
berkualitas.
104
Wawancara yang dilakukan dengan Pengurus Cabang IBI 
kabupaten Buleleng bahwa Pengurus Cabang IBI kabupaten Buleleng bekerja 
sama dengan dinas kesehatan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal agar 
sesuai dengan capaian pemerintah.
105
 
       Wawancara yang dilakukan dengan Ketua STIKes Buleleng yang diwakili 
oleh Kaprodi Kebidanan dan dengan Kaprodi Kebidanan Akademi Kebidanan 
Dinas Kesehatan Prov Bali mengatur bahwa Standar Pelayanan Minimal 
Kesehatan sesuai dengan standar profesi bidan. Standar profesi bidan terdiri dari 
sembilan kompetensi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. 
 Wawancara yang dilakukan dengan Rumah Sakit Umum Kabupaten 
Buleleng dan RSU Kertha Usada mengatur pelaksanakan standar pelayanan 
minimal bidang kesehatan dilaksanan sesuai dengan acuan dari pemerintah 
sehingga pelaksanaannya juga menyesuaikan dengan program pemerintah. 
Sedangkan Kepala BPM mengatur bahwa bidan yang belum bekerja ≥ 3 tahun 
tidak bisa memenuhi standar pelayanan minimal kesehatan dalam kebidanan 




d. Hambatan Dalam Pelaksanaaan Kewenangan Dan Kompetensi Bidan 
Dalam Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten 
Buleleng 
                                                           
104
 Hasil wawancara narasumber 1 tanggal 13 Nop 2017 
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 Hasil wawancara narasumber 2 Tanggal 13 Nopember  2017 
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 Hasil wawancara narasumber 3, tanggal 30 Oktober 2017 & 6 Nopember 2017 dan Hasil 




Ketidaksesuaian antara peraturan  terkait standar pelayanan minimal pada 
Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan yaitu pada asuhan persalinan diperbolehkan bidan 
melakukan pertolongan persalinan dengan komplikasi dan bidan boleh melakukan 
pemeriksaaan kesehatan reproduksi dengan IVA sedangkan pada Permenkes No 
28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pertolongan 
persalinan bidan hanya pada persalinan normal dan asuhan kesehatan reproduksi 
hanya sebatas penyuluhan dan konseling. Secara hukum jelas tidak adanya 
kepastian hukum, karena bidan tidak dapat menjalankan sesuai dengan 
kewenangannya dan masih ada keraguan dalam memberikan asuhan kebidanan 
dan  jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kematian atau kesakitan tidak akan 
ada perlindungan hukum bagi bidan.  
Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan mengatur  bahwa 
hambatan yang terjadi untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan adalah masih 
adanya bidan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan kewenangan yang 
berlaku yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2107 Tentang 
Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dinas kesehatan sudah bekerja sama 
dengan organisasi profesi IBI untuk mengadakan pengawasan terhadap bidan 
yang ada di wilayah kerja Buleleng untuk menangani pelanggaran yang terjadi, 
berdasarkan Pasal   28 (c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 28 Tahun 2107 
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan “ Dalam melaksanakan praktik 
kebidannya, bidan berkewajiban untuk : Merujuk kasus yang bukan 




bidan tidak boleh melakukan praktik yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
107
 
Pada pelaksanaanya bidan yang tidak memenuhi kewenangannya disebabkan 
karena ketidaksesuaian kewenangan bidan yang diberikan dan kompetensi bidan 
belum mencapai 100 %. 
Organisasi profesi PC IBI buleleng mengatur bahwa hambatan yang terjadi 
di buleleng adalah masih ada beberapa bidan yang kurang berkompeten dalam 
melakukan praktik kebidanan, sehingga organisasi memberlakukan kakak asuh 
bagi bidan yang baru lulus agar pelayanan kebidanan sesuai dengan standar mutu 
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
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Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Keperawatan Rumah 
Sakit Umum mengatur bahwa hambatan yang terjadi adalah banyaknya tenaga 
bidan yang di tempatkan di rumah sakit umum sedangkan ruangan untuk 
pelayanan kebidanan hanya terdiri dari ruang bersalin, ruang nifas, ruang poli 
kehamilan dan anak. Karena banyaknya bidan yang ditempatkan di rumah sakit 
umum jadi banyak bidan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan 
kewenangannya. Penilaian kompetensi juga tidak bisa dilakukan karena bidan 
ditempatkan di ruang keperawatan. Rumah sakit umum juga belum memiliki 
daftar tertulis mengenai kewenangan kebidanan karena belum ada persetujuan dari 
direktur, rancangan tentang kewenangan bidan masih dalam proses 
penyusunan.Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Keperawatan 
Rumah Sakit Swasta mengatur bahwa hambatan yang terjadi adalah 
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a. Pengaturan Kewenangan, Kompetensi Bidan Dan  Standar Pelayanan 
Kesehatan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Bidan 
1. Pengaturan Kewenangan Bidan 
1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Menurut Prajudi wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan 
adalah   apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari   
Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan 
Eksekutif/Administratif.
110
 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan tidak secara langsung menyebutkan tentang kewenangan 
bidan tetapi karena bidan termasuk tenaga kesehatan maka bidan berhak 
melakukan pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   23 ayat (1) menyebutkan tenaga 
kesehatan berwenang   menyelenggarakan pelayanan kesehatan, ini berarti 
tenaga kesehatan diberi kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan 
Undang- Undang. Pasal   23 ini dapat diartikan bahwa  Pelayanan kesehatan 
dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
kewenangan yang berlaku, dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 
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Tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggarakan pelayanan kesehatan 
oleh tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.  
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini 
mengandung asas keadilan yang tertuang pada Pasal   23 ayat (1) yang sesuai 
dengan teori yang dikemukakan menurut aristoteles tentang keadilan berbasis 
persamaan. Dalam Pasal   ini tertuang jelas kesamaan derajat setiap orang 
dalam hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan lebih tinggi dari pada peraturan menteri 
kesehatan, jadi sesuai dengan ketentuan tersebut Undang-Undang RI Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berhak mengamanatkan peraturan yang 
lebih rendah dan ini sesuai dengan pernyataan pada Undang-Undang RI 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   23 ayat (3) yang 
mengamanatkan tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
2) Undang-Undang RI Nomor  36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
Kewenangan bidan  diatur juga dalam  Undang-Undang Kesehatan RI 
No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal   11, bidan termasuk 
tenaga kebidanan yang dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan 
kewenangannya. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tidak hanya 
melakukan pelayanan sesuai kewenangan mandiri tetapi dapat melaksanakan 




Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal   65 ayat (1) mengatur tenaga 
kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. 
Yang dikelompokkan tenaga medis dalam Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah Dokter, dokter gigi, dokter spesialis 
dan dokter spesialis gigi. Dari Pasal   65 ayat (1) tersebut bidan dapat 
menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis dan yang 
bertanggung jawab jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis 
adalah yang memberikan mandat.  
 
3) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan 
Kewenangan bidan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, 
pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Peraturan ini 
merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 1464 
tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kewenangan 
yang tercantum dalam peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan yang 
lebih tinggi dimana dalam hal ini mengandung asas kepastian hukum.  
Dalam peraturan terbaru kewenangan bidan lebih dipersempit karena pada 
peraturan sebelumnya bidan dapat melakukan pertolongan abnormal tetapi 
pada peraturan ini bidan terbatas dalam pertolongan normal. 
2. Pengaturan Kompetensi Bidan  




Standar profesi bidan merupakan pedoman atau petunjuk yang harus 
dijalankan oleh bidan dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan 
kompetensi. Ini sesuai dengan Pasal   24 ayat (1) dalam Undang-Undang  
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan termasuk bidan 
harus melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi. Pada 
Peraturan tersebut menerangkan bahwa bidan sebagai tenaga kesehatan harus 
memenuhi ketentuan kode etik dan standar profesi bidan. Kode etik bidan 
merupakan norma-norma bidan yang berlaku dalam melaksanakan tugas 
profesinya. Dan standar profesi bidan merupakan standar yang terdiri dari 
kompetensi bidan, pendidikan bidan, pendidikan bidan berkelanjutan, 
pelayanan kebidanan dan standar praktik kebidanan. Standar profesi ini 
dibuat untuk menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. 
Kompetensi bidan meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki oleh bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan. Pasal   27 
ayat (2) Undang-Undang Kesehatan mengatur tenaga kesehatan dalam dalam 
melaksanakan kewajibannya dalam memberikan asuhan kebidanan wajib 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan 
kompetensi. Dengan meningkatnya kompetensi diharapkan dapat mengurangi 
angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi.  
 
2) Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 tentang Standar 
Profesi Bidan 
Standar profesi bidan merupakan standar yang harus dijalankan bidan, 




menjalankan profesinya. Standar kompetensi bidan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan 
terdiri dari Sembilan kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Pada 
kompetensi bidan Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 
tentang Standar Profesi Bidan berlaku asas lex superior derogate legi 
inferior, karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-
Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   23 ayat (2) bahwa 
ketentuan mengenai standar profesi bidan diatur oleh organisasi profesi dan 
sesuai hierarki perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kompetensi bidan pada Keputusan 
Menteri Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 lebih luas dibandingkan dengan 
yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
Kompetensi bidan dapat dijalankan dengan baik di lapangan pekerjaan 
ini tidak lepas kaitannya dengan proses di Institusi pendidikan dan 
pengaturan tentang pendidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal   35 ayat (1)  
mengatur standar nasional pendidikan salah satunya adalah dinilai dari 
kompetensi lulusan. Dimana kompetensi lulusan mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan.  




Undang-Undang 12 tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal   5 
butir (a) bertujuan mengembangkan lulusannya berilmu, cakap, kreatif, 
terampil dan kompeten, lulusan yang berilmu, cakap, kreatif dan kompeten 
sudah pasti dapat menjalankan pelayanan kesehatan yang sesuai wewenang 
dan kompetensi. Jika lulusan tersebut tidak dapat berkembang sesuai harapan 
pemerintah maka lulusan bidan sudah tentunya tidak bisa 
mempertanggungjawabkan profesinya.  Pada Undang-Undang 12 tahun 2012 
Tentang Perguruan Tinggi Pasal   21 mengatur pendidikan diploma kebidanan 
merupakan pendidikan vokasi dimana pendidikan vokasi lebih menekankan 
pada keterampilan dan penerapan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan Diploma III 
kebidanan lebih menekankan pada praktik di lapangan untuk mengembangkan 
keterampilan. 
3. Pengaturan Standar Pelayanan Kesehatan 
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
Dalam amanat mendasar Undang-undang 1945 adalah upaya 
pembangunan nasional yaitu pembangunan dalam segala aspek guna 
kepentingan, keselamatan, kebahagian dan kebahagian seluruh rakyat 
Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan 
kesehatan ditingkatkan melalui upaya promotof, preventis, kuratif dan kuratif 
yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya tenaga 
kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, salah 
satu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kebidanan “Pelayanan kebidanan 
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk 






. Pelayanan kebidanan terdiri dari pelayanan primer, pelayanan 
sekunder dan pelayanan tersier.  
Standar Pelayanan Minimal bertujuan memastikan ketersediaan layanan 
kesehatan dan berfungsi untuk memastikan pemerintah daerah melakukan 
pelayanan publik yang tepat dan sebagai kontrol bagi masyarakat dalam 
melakukan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Standar pelayanan  
minimal bidang kesehatan diharapkan menjadi tolak ukur tenaga kesehatan 
dalam memberikan pelayanan kesehatan agar tercapainya sasaran dan 
prioritas pembangunan di bidang kesehatan. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah 
dalam penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan ini 
dinyatakan dalam Pasal   18 ayat (3) bahwa standar pelayanan minimal 
bidang kesehatan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan 
pemerintah No 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.  
Undang – Undang No 23 ini direvisi menjadi Undang-undang No 9 
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan daerah tetapi tidak ada kaitannya dengan 
penelitian ini secara langsung karena pada penelitian ini yaitu Pasal   18 tidak 
adanya perubahan. 
2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 
Minimal 
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Pada peraturan pemerintah ini ditegaskan pada Pasal   23 bahwa semua 
Peraturan yang berkaitan dengan SPM harus menyesuaikan dengan peraturan 
pemerintah ini, pada  Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sudah sesuai dengan 
peraturan pemerintah, yang terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, bayi baru 
lahir,balita dan pelayanan usia reproduktif. Pada pelaksanaanya berlaku asas 
lex superior derogat legi inferior. 
3) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
a) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 
Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 
Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 
Muatan materi tentang standar pelayanan kesehatan ibu hamil pada 
Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tidak bertentangan dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 97 Tahun 2014 Pasal   13 ayat (1) 
mengatur bahwa pelayanan antenatal minimal yang diberikan pada ibu 
hamil sebanyak empat kali yaitu satu kali pada trimester pertama, satu 
kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Pasal   13 ayat 
(2) mengatur Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam Pasal   ini 
terdapat makna yang ganda karena tidak ditegaskan bahwa yang boleh 




kesehatan bisa diartikan juga dokter dan atau perawat yang memiliki 
kewenangan dalam pelayanan kesehatan masa hamil. 
Pelayanan kesehatan ibu bersalin pada Peraturan Menteri 
Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Kesehatan berbeda dengan ketentuan Peraturan Menteri 
Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan Pasal   18 ayat (2), pelayanan kesehatan ibu bersalin yang 
berwenang dilakukan oleh bidan adalah persalinan normal. Kewenangan 
bidan hanya pada persalinan normal jika ada komplikasi harus dilakukan 
rujukan. Jadi pada peraturan ini berlaku asas lex posterior derogate legi 
priori, dimana peraturan yang berlaku dan menjadi acuan standar 
persalinan adalah pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 
2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.  
Pelayanan ibu bersalin pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 
43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
ini mengacu juga pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 97 Tahun 
2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 
Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan 
Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual yang tercantum pada 
Pasal   14 ayat (2) dan (3), pada Pasal   tersebut menjelaskan bahwa 
pelayanan ibu bersalin yang boleh dilakukan oleh bidan adalah 
persalinan normal dan jika terjadi komplikasi harus dilakukan rujukan, 
pada Pasal   14 ini memiliki muatan yang berbeda pada Peraturan 




Minimal Bidang Kesehatan ibu bersalin, pada lampiran peraturan 
tersebut mengatur bahwa bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR) bisa memberikan pelayanan persalinan normal dan persalinan 
dengan komplikasi. Ini berarti tidak adanya kepastian hukum seorang 
bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. 
Dalam pelaksanaan standar pelayanan kebidanan memerlukan 
kerjasama  lintas sektoral. Lintas sektoral dalam hal ini adalah perangkat  
dan kader desa. Bidan melaksanakan secara teknis pelayanan kebidanan 
ibu, anak, kesehatan reproduksi dan KB. Perangkat desa dan Kader yang 
mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan asuhan yang sesuai 
dengan standar. Misalnya dalam pelaksanakan kesehatan ibu hamil 
sesuai dengan standar harus melakukan pemeriksaan minimal 4 kali 
selama kehamilan, perangkat desa yang menggerakkan masyarakat untuk 
melakukan pemeriksaan dan bidan melakukan pemeriksaan kehamilan 
sesuai dengan standar pemeriksaan 10 T. Dengan adanya kerjasama 
lintas sektoral ini akan berlaku asas kemanfaatan hukum.  
4. Pengaturan Kewenangan, Kompetensi Bidan dalam memenuhi  Standar 
Pelayanan Kesehatan 
       Tenaga kesehatan adalah  profesi dimana dalam setiap menjalankan 
pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang 
sesuai dengan standar profesi. Kewenangan bidan sesuai dengan Permenkes No 
28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan terdiri dari 
pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 




sembilan kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Pada permenkes pelayanan 
keluarga berencana AKDR dan AKBK, pelaksanan imunisasi bisa dilaksanakan 
berdasarkan penugasan dari pemerintah dan pelimpahan kewenangan dari tenaga 
medis ini terkesan mempersempit kewenangan bidan karena dalam menjalankan 
harus sesuai dengan peraturan tersebut.  
 Pelayanan kebidanan tentang persalinan pada peraturan izin dan 
penyelenggaraan bidan hanya terbatas pada pertolongan persalinan normal 
sedangkan pada standar pelayanan kebidanan dapat juga melakukan pertolongan 
pada persalinan dengan komplikasi. Jika terjadi perbedaan pada standar pelayanan 
kebidanan dengan kewenangan akan sulit dilakukan oleh bidan, Perbedaan 
tersebut juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum  karena jika terjadi 
kelalaian yang meyebabkan kematian atau kesakitan tidak akan ada perlindungan 
hukum bagi bidan. Selanjutnya kewenangan bidan tentang kesehatan reproduksi 
juga berbeda dengan ketentuan yang ada pada standar pelayanan minimal 
kebidanan, kewenangan pada peraturan izin penyelenggaraan bidan hanya terdiri 
dari penyuluhan tentang kesehatan reproduksi sedangkan pada standar pelayanan 
kebidanan deteksi dini kanker melalui pemeriksaan IVA, ini berarti juga tidak 
adanya kepastian hukum. 
 
b. Pelaksanaaan Kewenangan Dan Kompetensi Bidan Dalam Memenuhi 
Standar Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Buleleng 
1. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Di Kabupaten Buleleng 
       Berdasarkan data yang didapatkan pelaksanaan kewenangan yang 
diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dan Rumah 




kewenangan (100 %).  Kewenengan yang diberikan pihak rumah sakit sudah 
sesuai dengan peraturan Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan, Ini berarti pihak Rumah Sakit tidak melanggar ketentuan peraturan 
Perundang-undangan dan pihak Rumah Sakit dan sesuai dengan asas keadilan 
hukum. Bidan yang bekerja di Rumah Sakit Umum dan RSU Kertha Usada 
sudah diberikan haknya sesuai kewenangan bidan. Dengan diberikannya 
kewenangan bidan secara penuh sehingga bidan dapat melaksanakan upaya 
pelayanan kebidanan secara optimal. 
       Wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian keperawatan di RSUD 
Kabupaten Bulelengmengatur bahwa pelaksanaan yang kewenangan yang 
diberikan kepada bidan yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan peraturan 
dan standar profesi bidan tetapi secara tertulis kewenangan tersebut belum 
ada. Dari pihak rumah sakit sudah menyusun draf kewenangan bidan tetapi 
belum mendpat persetujuan. Dengan tidak adanya daftar tertulis kewenangan 
bidan sehingga tidak ada jaminan bagi bidan jika melakukan kelalaian yang 
meyebabkan kecacatan atau kematian, sehingga bidan tidak dapat terlindungi 
secara hukum.  
        Berbeda dengan Rumah Sakit Kertha Usada dari hasil wawancara yang 
dilakukan dengan kepala bagian keperawatan mengatur bahwa kewenangan 
bidan diberikan secara penuh tetapi bagi bidan yang belum bekerja diatas tiga 
tahun masih ada pengawasan dari bidan yang ditunjuk dalam pelaksanaan 
kewenangannya tersebut. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 
tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan seharusnya tidak 




3 mengatur bahwa bidan yang sudah memliki Surat Tanda Registrasi Bidan 
dapat menjalankan keprofesiannya. Secara tertulis kewenangan bidan sudah 
ada di Rumah Sakit Kertha Usada  tetapi kewenangan yang tercantum belum 
sesuai dengan kewenangan bidan sesuai peraturan yang ada. 
       Sedangkan BPM Sangsit dan BPM Kubutambahan hanya memberikan 31 
kewenangan dari 38 kewenangan. Kewenangan yang tidak diberikan oleh 
kepala BPM Sangsit Dan Kubutambahan adalah kewenangan yang kepala 
bidan anggap beresiko menyebabkan kesakitan atau kematian pada ibu dan 
bayi. Sehingga bidan tidak dapat memberikan secara penuh kewenangan 
tersebut. Kepala BPM Sawan I dan Sawan II masing- masing hanya 
memberikan 23 dan 25 kewenangan dari 38 kewenangan. Dari pernyataan 
bidan mengatakan kewenangan yang diberikan hanya 23 dan 25 kewenangan 
tetapi kewenangan yang lainnya diberikan dengan pengawasan. Sesuai dengan 
peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan, bidan yang sudah lulus dan mendapkan 
sertifikat kompetensi seharusnya sudah dapat menjalankan kewenangannya. 
Dan bidan sudah dianggap cakap dalam menjalankan pelayanan kebidanan 
sesuai kewenangannya. 
2. Pelaksanaan Kompetensi Bidan Di Kabupaten Buleleng 
Berdasarkan data yang didapatkan pelaksanaan kompetensi bidan sudah 
mencapai 100 % (30 orang) bagi bidan yang bekerja diatas tiga tahun. 
Kompetensi bidan 100 %. ini tidak lepas dari kerja sama antara Dinas 
Kesehatan Dan Pengurus Cabang Kabupaten Buleleng. Hasil wawancara yang 




Kesehatan Keluarga dan Gizi mengatur setiap tahun dinas kesehatan bekerja 
sama dengan organisasi profesi dalam mengadakan seminar dan pelatihan 
guna meningkatkan kualiats dan mutu pelayanan bidan.  
Wawancara yang dilakukan dengan instasnti pendidikan yaitu Kaprodi 
Kebidanan dan dengan Kaprodi Kebidanan Akademi Kebidanan Dinas 
Kesehatan Prov Bali mengatur bidan yang belum lulus dalam tahapan Uji 
Tahap I, Uji Tahap II dan Uji Tahap III tidak dapat lulus dari instansi 
pendidkan tersebut dan harus mengulang kembali dalm ujian tahap tersebut. 
Tahapan tersebut dilakukan untuk menilai apakah calon bidan layak dalam 
menjalankan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensinya. 
 
Data yang didapatkan dari 30 responden yang bekerja kurang dari tiga 
tahun adalah 90 % (27 orang) memiliki kompetensi baik dan 10 % (3 orang )  
memiliki Kompetensi cukup. Bidan dalam menjalankan pelayanan kebidanan 
harus sesuai dengan Sembilan Kompetensi pada Keputusan Menteri 
Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan. bidan yang 
belum melaksanakan kompetensinya dengan baik seharusnya meningkatkan 
kembali kompetensinya agar sesuai dengan peraturan. Kaeran standar profesi 
adalah syarat bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan 
kebidanan.  
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan  Bidan Di Kabupaten 
Buleleng 
Hasil data yang didaptkan bidan yang bekerja lebih dari tiga tahun 




100 %. Wawancara yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buleleng yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga 
dan Gizi Terkait program kesehatan ibu dan anak disesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan dan acuan target mengacu pada Standar 
Pelayanan Minimal yang baru. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang 
dilakukan oleh bidan 100 % disebabkan karena diberikannya kewenangan 
bidan 100 % sehingga bidan dalam pelaksanaannya tidak ragu dalam 
memberikan pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. 
Dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan kebidanan 
sehingga asas kemanfaatan dalam hukum dapat terlaksana. Selanjutnya bidan 
yang bekerja dibawah tiga tahun tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan 
Minimal sesuai standar, ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan tidak 
sesuai dengan kewenangan bidan. Sehingga bidan juga ragu dalam 
menjalankan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.  
